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KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 26 TAHUN 2001
TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAB CIPTA KARYA
DAN PENGAIRAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

a. babwa dengan telah  ditetapksonya Peratoran  Daerah
Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tabun 2000 tentang
Pembentukan Orgenisasi dan Tata Kerja Dinas Daerahb
Kabupaten Musra Enim, maka dalam rangka kelancaran
pelaksanasn tugas Dinas Cipta Karya dan Pengairan  perla
dilakunkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungs: Dioss Cipta
Karva dan Pengairan Kabupaten Muara Enim ;

b. babwa berdasarkan pertimbangan schagaimana di maksud
huruf a perlu menctapkan Keputusan Bupati Muara Enim
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Cipia
Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim.

b. - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959
tenitang Peinbentudgin Dacrah Tingkat 11 dan Hotapraja di
Sumatera Selatan [ Lembaran Negsra Republik Indonesia
Tahun - 1959 Nomor 73, Tambahan Lembarsm Negarma
Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;

b2

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerab | Lembaran Negamm Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahsn Lembaran
Negarma Republik Indonesia Nomor 3839 | ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Kewangan antara Pemerintah Pusat dan
Dagrah ( Lemnbaran Negara Republik Indonesia Taliun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3848 )

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Eepegawaian ( Lembaran  Negara
Republik [ndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambaban
Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor 3041}

schagaimana ...........
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schagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890 ) ;

r - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesin Nomor 25 Tahun
' (2000 fentang  Kewenangan Pemerintah dan  Kewenangsn
Propinsi sebagai Daerah Ofonom [ Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembarmn
Negars Nomor 3952 ;

: 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesis Nomor 84 Tahun
4 ' 2000 tentsng Pedoman Organisasi  Perangkat Daerah
' { Lembarem Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
8 : 165} ;

§ 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tehun
v - 1999 tentang Teknik Penyusunan Peratursn Perundang-

E A undangsn  dan  Bentuk = Rancangsn  Undang-undang,
[ Rencangan  Peraturan  Pemerintah, dan  Rancangsm |
Keputusan Presiden ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun
2000 tentang Kewensngan Pemerintah Kabnpaten Muara
Enim ;

- 9. Peraturan Dacrah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun
. 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :  KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS CIFFA KARYA DAN
PENGAIRAN KABUPATEN MUARA ENIM.

¢

1 BABR
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan imi yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim

4 2. Pemnerintah Daerah adalah Pemerintah Eahupat'en Muara Enim,

3. Bupat adalah Bupati Maara Enfm.

4, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.

<. Sckretaria Daerah adalah Sekoetaris Daerah Kabupaten Musara Enim.

fi.Dinas Cipta Karva dan Pengairan adalah Dinas Cipta Karva dan
Pengairan Kabupaten Muara Enim.

7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas C]pta Karya dan Pengairan
Kabupaten Muara Epim.

8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Cipta Karya dan Pengairan
Kabupaten Muara Enim.
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9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompolk Pegawai Negeri Sipil
yang di beri tngas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk meleksansken kegiatem yang sesuai dengan
profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas
pemerintahan,

BEAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Dinas Cipta Karya dan Pengairan merupaksn unsur pelaksana
Pemermtah Daerah di bideng Cipla Karya dan Pengairan,

(2) Dinas Cipia Harya dan Pengairan di pimpin oleh seotang Kepala
Dinas yang berada di hawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

FPasal 3

Dinas Cipta Karya dan Pengairan mempuoyai tugas melaksanakan
urusan rumsah tangga dacrah dalam bidang Cipta Karya dan Pengairan
yang menjadi tanggung jawaboya meliputi Tata Ruang, Bangunan,
Perumaban, Permukiman dan sarana lingkungan serta pembangunan,
pemeliharaan dan pengembangan sarana irigasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas terschut pada pasal 3, Dinas Cipta
Karya dan Pengairan mempunyai fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya dan Pengaican ;

b. Pelaksanasn penyusunan rencana wmum tata ruang, pengembangan
pembangunan, penatasn kota, perumahan dan permukiman ;

¢. Pelakssmaan pembangunan gedung / kantor dan prasarana dan
satana ngkungan ;

d. Pengawasan dan pengemdalian tekois pembangunan gedung dan
hrm.gtmannifd],pemanfaatantamnmng perumiahan  dam
permukiman serta pembernan perizinan ;

€. Pelaksansan pembangunan, pemeliharasn  dan  pengelolasn
prasaraga irigasi duan drainase ;

[. Pelaksanaan pengawasen dan bimbingan (cknis terhadap unit
dilinghungsn Dinas Cipta Karya dan Pengairaa |

g. Pelaksanaan nrusan ketatansahaan dan perlengkapan,
BAR I
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Pagal 5

Dinas Cipla Karya dan Pengairan tendin dar :

Fm Mmoo T

Kepala Dinas ;

Bagian Tata Ussha ;

Sub Dinas Perencanaan, Progrun dan Jasa Konstrolsi ;
HSub Dinas Tain Ruang dan Perkotaan ;

Sub Dinas Tata Perumahsn dan Bangunan ;

Sub Dinas Pengairan ;

Cabang Dinas ;

Kelompok Jabatan Fungsional,
Bagian Kedua
BAGIAN TATA UBAHA

Pasal &

- DBagisn Tata Usaha mempunya tugas melaksanakan wurusan
- penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, kewangan,

perlengkapan,  rumuah  tangga, kehumasan, © naskah dinas  dan

pﬁl&pﬂl’ﬁﬂ..

Pasal 7

Untuk mun;r,-elenggnmkan fugas terschit pada pasal 6, Bagmn Tala

Usaha mempunysi fungsi :

.

Penyiapan bahan dan keordinasi pelaksanaan penyusinan rencana,

program kerja dan pelapotan

Felaksanaan pengelolaan adwministrasi kepegawaian ;
Pelaksanizn pengelolaan administrasi kenangan ;

. prlaksanassn  wrmsan  wmum, rumah tangga,  perlengkapan,

kehumasan, naskah dinas, kearsipan dan perjalanan Dinas ;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch atasan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum ;
h. Sub Pagian Kenangan.

Pazal 9

{1} Sub Bagian Umwn mempunyai tugas melaksanakan urnsan surat

menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi kepegawaian,
prjalanan  dinas, kebumasan, peralatan  dan  perlemgkapan,
inventarisasi dan urusan rumah tangga dinas ;
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(2} Sub Bagian Kensngan mempunyai tugas melaksanaken penyiapan
bahan penyusunan anggaran pendapatan dan helanja dinas,
pengelolasn  administtasi  kcuangan, mengurus  pembiikuan,

mdakukmmhnungauanggarmdanm1mamﬂnma

Bagian Ketiga
m DINAS mum, Pm.- DAN Jmmmnm
F‘Bﬂﬂl 10

Sub Dinas Percocanaan, Program dan Jasa Konstruksi mempunyai
tugas melakssnakan penyiapan hahan dan perumusan  kebijakan
tckumdihﬂangpemncanaan umum tata raang, pengembangan
pembangunan, penataan kota, perumshan dan permukiman, pengairan
/ Irigasi serfa pembinaan jasa konstruksi

Pasal 11

Untuk mt:nfﬂlenggarakan tugas tersebul pada pasal 10, Sub Dinas
Perencanaan, Program dan Jasa Konstruksi  mempunyai fungsi :

a. Pelaksonasn survey, peoyuluhan, pendataan dan informasi
kegiatun tcknis Dinas Cipta Karya dan Pengairan ;

~b. Pelaksanaan perencetiaan umum teknis dan bantuan tcknis

perencanaan bangunan gedung negara dan bangunan pemerintah ;
¢, Prlaksanasn evailmailianpciapmnn;

d. pelaksanaan pembinaan teknis, rekomendasi serta bantuan teknis
jasa konstrksi

e. Pelaksanaan tuges lain vang diberikan oleh atasan,
Pasal 12
=sub Dinas Perencanaan, Program dan Jasa Konstruksi terdind dan -
& Scksi Survey dan Pendataan ;
T, Sekoal Perencanaan, evaluasi dan pelaporamn |
c. Seksi Bimbingan Teknik Jasa Konstruksi,
Pasal 13
(1) Seksi Survey dan Pendatsan mempunyai tugas melaksanalan

survey dan pendalaan rencana umum tata mang, pengembangan
pembangunan, penataan kota, perumahen dan permukimen ;

(2) Sekesi Perencanaan, cvaluasi dan Pelaporan  mempunyai lugas

peoyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pengumpulan
fdan analisa data, penvajian data statistik  sertn pelaksanaan
cvalusai dan pelaporan ;

. P
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[3) Scksi Pimbingan Teknik Jasa Komstruksi mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana dan progredn, pembinaan scrta
melakukan pengawasan terhadap jesa konstruksi yang bergerak di
bidang Clpta Kervae dan. Pengairan.

Bagian Keempat
BUB DINAS TATA RUANG DAN PERKOTAAN

Pasal 14

Sub Dinas Tata Ruang dan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan dan permmusan kebijakan teknis penyelenggarasm,
pengamran, pengendalian tata Toang dan perkotaan.

Pasaal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Tata
Euang dan Perkotasn mempunyai fungsi

a.  Pelaksapasm, pemantacan dan evaluasi perkembangan tata roang
dan perkotasn wilayah kota dan dacrah

. Pelaksanasn doluwmentasi dan informasi perkembangan tata ruoang
dan perkotaan ;

¢. Pelaksanaaan pemnyusunan, pengawasan dan pengendalian
program, pembangunan sarana dan prasarana di bidang tata roang
dan perkotasm

d. Pengendalian den penclitisn permohonan iz prinaip iata ruang
dan perkotaan ;

¢. Pelaksanasn tugas lain yang diberikan oleh atasan,
Pasal 16
Sub Dinas Tata Ruang dab Perkotasn terdiri dari

a  Seksi Tata Ruang ;
b, Scksi Prasarana Lingkungan dan Perkotasm .

Pasal 17

(1] Scksi Tata Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan dan data tata
ruang, melakukan perencanaan tata ruang, melakukan pemantauan
serta evaluasi, perkembangan tata roang Wilayah Kota dan Daecrah ;

(2} Seksi Prasarans Lingkungan dan Perkotaan mempunyai tugas
penyiapan bahan dan perencansan pembangunan prasarvana dan
samana air bersih, air buangan, air hmbah, penyaluran air -hujen
serta pembangunan sarana penungang lingkungan dan perkotaan
lainnya



.

Bagian Kelima
BUB DINAS TATA PERUMAHAN DAN BAFRGUNAN
Pasal 18

Sub Dinas Tata Perumahan dan Bangunan mempunyai  fugas
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengaturan tata
perumahan dan bangunan seria pelaksanaan pengawasan bangunan,

Pasal 19

Untulk menyvelenggarakan tugas terscbhut pada pasal 18, Sub Dinas
Tata Perumahan dan Bangunan mempunyai fungsi ;

4. penyelenggarasn survey, Pengendalian, peogawasan pembangunsn
peruipahan dan linglungannya, penyuluhan di bidang investigasi
dan perumaban serta fasilitas lingkungannya ;

b.  Pelaksanaan bantuan telnis pembanguoan gedung negara, rumah
dinas, bangupan vmum lainnya serta penstasn bangunan industri
dan lingkungannya ;

¢. Pelaksanaan survey, dokumentasi dan informasi perkembangan
pembhangunan , pengawasan dan pengelolasan perizinan bangunan
scrta pcoertiban bangunan ;

2P

Pelakrsanaan tugas lain yang diberikan olch atasan.

Pazal 20

Sub Dinas Tata Peramahan dan Bangunam terdin dar :

a. Scksi Tata Pemmahsai |
b. Scksi Tata Bangunan ;
c. Heksi Pengawasan dan Perizinan,

Pasal 21

(1) Seksi Tata Perimahan mempunyai tugas melaksanakan penviapan
bahan dan perencansan pembinaan, pengaturan dan pengendalian
penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permuakiman

{<) Seksi Tata Bangunsn mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
hahan dan perencanaan pembinaan, pengaturan dan pengendalian
pelaksanaan bangunan gedung negara, mumah dinas dan bangunan
lainnya ;

(3) Seksi Pengawasan dan Perizinan mempunyai togas melaksanakan
pernyusunan dan penyiapsn bahan pengawasan dan penertiban
terhadap pendirian bangonan  serta  melakukan  pengelolaan
perizinan bangnnan



i LaEEnl ol i

Pasal 22

Sub Dinas Pengairan mempunyai fnges melaksanakan penyiapan
mmmmmmmwm
Wmmwmmmhmm
irigasi.

Paszal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, Sub Dinas
Pengairan mempunyat fungsi :

.

Penyusunan rencana penyediaan air irgasi/ rawa untul memenubi

keperhmndnmhheniaaaﬂmnpermhﬂngankebuhlhanmrunmk _

berbagal kepentingan |

Pelaksanaan p:n_w:dmn 2ir irigasif rawa h:rdaaarkanpcrtncanmn _
vang telah ditetapkan ;

Pemberian izin penggunaan air irigasi dan jaringan  miguss ;

Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan bangunan
uhmau@mdanﬂmmbm:ﬂabangumpﬂmﬂkﬁpﬂf&dﬂlﬂm
Kabupaten ;

Pelajcsanaan ecksploitasi dan pemeliharasn jaringan rigasi dan
drainasc beserta bangunsmn pelengkapnya mulai dari bangunan
pengambilan sampai t:pm:la saluran pcrmnmhaﬂ sepanjang 50 m
dari hangunan sadap ;

Perizinan untuk wmengadakan perubahan dan atau pembongkaran
hﬂl;l.gu.man hangunan dan saluran dalam jaringan ivigasifrawa

maupun bangunan peleng]mpnyasertapmdnmbangunan}mng
melintasi salurzan irigasi ;

Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jarmgan irigasi desa
mbca:nabangumnpckngkapn}raﬁnghpﬁahupmm;

Pelaksanasn tugas lain yang diberiltan oleh atasan.

Pasal 24

Sub Dinas Pengairan tendind dari




a. Seksi Pembangunan irigasi; =

b. Scksi Eksploitasi dan Pemedibaraay ;

. Seksi Pemanfaatan Irigasi dan P3A

d. Seksi Perencemann dan Fangembanganhlgam.

Pasal 25

{1} Seckai Pembangunan irigasi mempunysi tugas melaksanakan
pmjﬂpmhahnnkcpaianp:hkaansanpemhangumpmmgkatm
dan pengembangan jaringan irigasi / rawa ;

(2) Seksi  Eksploitasi dan  Pemeliharaan mempunyai  tugas
m:laszanaknn penyiapan bahan pembinaan kegiatan operasional,
eksploitasi jaringan irigasi [/ rewa, pelaksanaan pengendalian dan
pemeliharaan, inveniarisasi  bangunan — pengairan seTha

- peoanggulangan akibat bencana ;

{3} Seksi Pemantaaian Irigasi dan P3A mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana pemakaian sumber daya air, pengelolaan
pencrimaan dari pemakaisn sumber daya air, pengawasan dan
pengendalisn bantaran sungai, taoggul banjir dan gars sepadan
sumber daya air serta melakokan pembinasan, latihan dan
pengembangan P3A | -

(1) Scksi Perencanaan dan Pengembangan Irigasi mempunyai tugas
mclakzanakan penyiapan bahsn peorencanaan, pengnmpulan data
dan peneliian, mclakukan kegiatan swvey, pengukuran dan
pemetaan serta melaksanaken monitoring :Lan evaluasi terhadap
pembangunan jaringan irigasi / raws ;

Bagian Ketujuh
CABANG DINAS

Pasal 26

Cabang Dinas mempunysai tugas melaksanakan sebagian tugss Dinas
Cipta Kartya dan Pengairan vang mempunyai wilayah kerja sato atau
beberapa kecamatan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas terschut pada pasal 26, Usbang Dinas
Eﬂpﬂﬂm&dmhgﬂmmempunjmfungm

a. Pelaksanaan sebagizm lugas Dinas Cipta Karya dan Pengairan yang
telah menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerjanya ;.

b. FPelaksanaan nrusan administiasi, keusngan dan rumah tangga.

Bagian Kedelapan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



pasaL 28

Eclompaok Jabatan Fungsional mempunysi tugas mel&kmnkan
. mm&mmmmmhmmmmﬁmm
i _ maﬂmgmanng berdasarkan peratuwran  perundang-undangan  yang

Pasal 29

{1} Kelompok Jabatan Fungsional tendii dan  sejumiah  tenaga
fungsional yeng terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai
dengan bidang keahliannys ;

{2) Masing-masing kelompok tenaga {lmmldlpnnpmﬂhhmmlg
tenaga fungsional scnior yang di mnjuknlthhepa]admas :

(%) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1} ditentuksn
berdasarkan kebutuhan dan beban kerjs ;

(4} Jenis dan jenjang j&bﬂtm:l fungsional ﬂebagaémﬂna i maksud ayat

Q (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
BAB IV
PENUTUP
Pazsal 30

Hal — hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan tersendini oleh Bupati.

Pasal 31
Keputusan ini mulai berlalm pada tanggal dinndanglkan.
Agar supaj,ra setiap orang dapat mengetahuinya, memerintabkan

L Wmmmmﬁmmm
: Daerah Kabupaten Muara Enim. _

 Ditrtapkan "di  Muara Enim
? peda tanggal & Mel 2001

yva

AHMAD BOFJAN EFFENDIE

T LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 28




